BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2007

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KOORDINATOR
UNIT PELAYANAN TERPADU KOTA SURAKARTA

Menimbang

WALIKOTA SURAKARTA,

a.  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat di bidang usaha pariwisata dipandang
perlu menambah jenisjenis perijinan yang
diselenggarakan di Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut,
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Walikota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada
Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 16 B Tahun 2005;



Mengingat

bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
Kepada Koordinator Unit Pelayanan terpadu Kota
Surakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Y ogyakarta;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



Memperhatikan

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45438);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Surakart Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2004 Seri E Nomor 8);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M/PAN/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota
kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 B tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada
Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta;

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
[l Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit
Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surakarta;



Menetapkan

4. Keputusan Walikota Surakarta Nomor
065/187/1/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan
Perijinan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota
Surakarta.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
KOORDINATOR UNIT PELAYANAN TERPADU
KOTA SURAKARTA..

Pasal |

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota
kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2005
Nomor 13) diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 16 B Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta (Berta Daerah Kota Surakarta Nomor 23
Tahun 2005 ) diubah kedua kali adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 3A

Jenis perijinan yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan
Terpadu meliputi :

a. ljin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan;
b. ljin Penggunaan Bangunan;

CTWSQEQTOSITATTSQ Q0

Advice Planning;

ljin Lokasi;

Rekomendasi Lokasi;

Ijin Usaha Perdagangan (IUP);
[jin Usaha Industri (1UI);

Tanda Daftar Gudang (TDG);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
ljin Gangguan Tempat Usaha (HO);
[jin Pemasangan Reklame;

ljin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
[jin Jasa Pemandu Wisata;

[jin Jasa Impresariat;

ljin Jasa Informasi Pariwisata;
ljin Jasa Konvensi;

ljin Hotel;

[jin Pondok Wisata;

ljin Restoran;

[jin Rumah Makan;

[jin Gedung Pertemuan Umum.



Pasal |1

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkandi : SURAKARTA
Padatanggal : 7 Februari 2007

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
padatanggal 7 Februari 2007

SEKRETARISDAERAH KOTA SURAKARTA
Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM.
NIP. 500 043 090
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